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INDEKS Demokrasi Indonesia (IDI)

DIY mengalami kenaikan peringkat

cukup signifikan di tahun 2021. Kenaik-

an tersebut ditopang bagusnya aspek ke-

setaraan dan kapasitas lembaga de-

mokrasi. Hasil perhitungan Badan Pusat

Statistik (BPS), DIY menduduki pering-

kat 3, di atas Jawa Tengah. Namun ma-

sih di bawah DKI Jakarta dan Jawa Ti-

mur yang menduduki peringkat 1 dan 2.

Mari kita refleksikan, demokrasi dapat

dilihat dengan dua cara. Pertama,

demokrasi dilihat sebagai tujuan.

Demokrasi dalam pandangan ini diang-

gap memiliki kebaikan pada dirinya

sendiri. Karena itu , terlepas dari hal-hal

lain, demokrasi layak diperjuangkan, di-

wujudkan, dan diperbaiki. Pandangan

kedua, demokrasi dilihat sebagai alat be-

laka sementara ada tujuan lain yang di-

anggap lebih penting; yakni, kesejahtera-

an dan keadilan. Pandangan ini meng-

ganggap bahwa kemakmuran dan keadi-

lan jauh lebih berharga ketimbang

demokrasi itu sendiri.

Kinerja Demokrasi

Jika dibandingkan dengan nasional,

pada aspek kesetaraan, IDI DIY skornya

sebesar 87,29, adapun nasional rerata

skor pada aspek tersebut sebesar 78,86.

Pada aspek kapasitas lembaga

demokrasi, skor DIY sebesar 80,74, se-

dangkan nasional skornya sebesar 75,67.

Sedangkan aspek kebebasan, DIY ter-

tinggal, yakni skornya sebesar 74,31, ada-

pun skor rerata nasional pada aspek

tersebut sebesar 79,72 (BPS, 2022).

Dari perbandingan terhadap rerata na-

sional tersebut, kita dapat menarik ke-

simpulan bahwa pada aspek kesetaraan

dan lembaga demokrasi, situasi

demokrasi di DIY lebih baik dibanding

rerata nasional. Namun, untuk aspek ke-

bebasan, DIY memiliki pekerjaan rumah

dan harus berbenah karena skornya ter-

tinggal cukup signifikan dari rerata na-

sional.

Sebagaimana diutarakan di awal,

demokrasi bisa dilihat atau diperlakukan

dengan dua cara. Pertama, demokrasi

diperlakukan sebagai tujuan itu sendiri;

dan yang kedua, demokrasi dilihat seba-

gai tujuan antara untuk meraih tujuan

yang dianggap lebih baik lagi.

Dalam kenyataan sehari-hari, sejum-

lah warga memilih untuk menukar

demokrasi dengan kemakmuran. Marak

beredarnya stiker ìPiye kabare: Isih enak

jamanku, ta?î yang bergambar Soeharto

bisa mewakili gejala ini. Kemakmuran

ekonomi, bagi sebagian orang, jauh lebih

penting ketimbang 

Kesejahteraan

Studi Przeworski dkk (2000) menun-

jukkan, demokrasi dan pertumbuhan

ekonomi (kemakmuran) serta distribusi

ekonomi (keadilan) tidak menunjukkan

hubungan yang sistematis. Artinya, ada

insiden dimana pencapaian demokrasi di-

barengi pula dengan insiden ke-

makmuran dan keadilan. Namun

pada saat yang sama, ada pula in-

siden demokrasi yang tidak diba-

rengi dengan meningkatnya ke-

makmuran dan keadilan. Contoh

negara-negara Asia Timur dan

sejumlah negara Amerika Latin

sering dikutip sebagai ilustrasi.

Sebaliknya, Amartya Sen menun-

jukkan bahwa demokrasi cen-

derung membawa kemakmuran.

Hubungan antara demokrasi,

tata kelola pemerintahan, kese-

jahteraan dan keadilan di DIY

menunujukkan relasi yang

asimetris. Demokrasi yang ditun-

jukkan dengan skor indeks

demokrasi yang tinggi, tata kelo-

la pemerintahan yang direflek-

sikan dengan capaian opini WTP 11 kali

berturut-turut. Serta nilai SAKIP (Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah) dengan predikat AA (ter-

tinggi diantara Pemda se-Indonesia) sela-

ma 3 tahun berturut-turut). Ternyata ti-

dak simetris dengan tingginya angka ke-

miskinan serta tingginya ketimpangan

kesejahteraan antar penduduk di DIY.

Akhirnya, penyandingan itu mem-

berikan kita dua spekulasi menarik : per-

tama,  peringkat demokrasi terpisah dari

peringkat kesejahteraan. Kedua, pering-

kat demokrasi tidak terpaut dengan pe-

ringkat keadilan. Apa yang hendak di-

sampaikan di sini bukanlah bahwa per-

baikan peringkat demokrasi tidak perlu

dilakukan. Namun menjadi PR bagi kita

semua bagaimana kualitas penghayatan

demokrasi dapat lebih substantif, yakni

menghadirkan kesejahteraan dan keadi-

lan bagi semua warga, tanpa kecuali.  ❑

*) M Taufiq AR SIP MPA, perencana

di BAPPEDA DIY, Pengurus ICMI DIY)

Tidak Ngapa-ngapain

M Taufiq AR

Hari ini mulai pemulangan haji.

-- Semoga lancar dan mabrur semua.

***

Pemda DIY dukung program Tapera bagi

PNS.

-- Kalau sudah punya rumah, kerja

jadi tenang.

***

Warganet agar bijak di dunia maya.

-- Jangan asal ‘share’ apa saja.

Demokrasi, Kemakmuran dan Keadilan

TERDAPAT suatu pengertian yang

cukup spesifik terkait sikap atau tin-

dakan radikal, yakni apa yang biasa dise-

but sebagai tidak ngapa-ngapain. Tidak

ngapa-ngapain. di sini bukan berarti ti-

dak melakukan aktifitas rutin harian.

Tetapi lebih dalam pengertian

melakukan tindakan atau aktifitas tidak

dalam rangka memenuhi hasrat dan ide-

ologi manusiawi tertentu.

Kalau toh nanti tetap disebut seba-

gai hasrat, tidak lain aktifitas hasrat

meleburkan diri bersama hukum dan

kehendak alam semesta. Suatu akti-

fitas berkesadaran penuh dalam ke-

fana-an. Aktifitas dalam berbagai ke-

gitan yang selolah tidak meng-

hasilkan apa-apa. Kondisi itu kadang

disalahmengerti sebagai sikap pasif

karena tidak ada inisiatif dalam

dirinya. Tidak ngapa-ngapain bukan

berarti nganggur, duduk-duduk ma-

nis. 

Tidak Bekerja

Bagaimana halnya dengan para

pekerja fisik? Yang harus melakukan

aktifitas seperti tukang, buruh

pabrik, melakukan aktifitas jual beli

di pasar, para petani dan nelayan

yang harus bekerja dan ngapa-nga-

paian?. Karena jika tidak bekerja dan

ngapa-ngapain, ora obah, maka,

katanya, nanti tidak punya uang untuk

membeli makan.  

Melakukan aktifitas bekerja mencari

makan, itu suatu aktifitas yang selaras

dengan hukum dan tuntutan alam. Jika

kemudian nafkah yang didapat memang

diniatkan untuk bertahan secara alami-

ah agar tubuh tidak kelaparan atau tidak

sakit. Berbeda dengan bekerja keras

karena ingin kaya, ingin sukses, ingin

terlihat hebat, ingin dipuji karena

melakukan tindakan yang keren. Hal ini

yang bertentangan sehingga harus dan

sangat perlu justru dilawan dengan sikap

tidak perlu ngapa-ngapain.

Dalam pernyataan yang sedikit kon-

tradiktif, tidak perlu menolong orang jika

pamrihnya. ingin mendapat balasan dan

dipuji. Tidak perlu bersedekah jika niat-

nya ingin mendapat predikat dermawan.

Tidak perlu bekerja jika motifnya ingin

kaya.

Apakah kemudian tindakan yang se-

cara normatif dianggap baik itu tidak

boleh atau tidak perlu?. Tentu boleh.

Akan tetapi, jika kita melakukan itu,

karena tuntutan sesuatu di luar diri kita,

ada satu tatanan yang mengatur bagai-

mana kita harus bersikap dan bertindak.

Tatatan itu misalnya saja orang harus

ngapa-ngapain dengan maksud orang

lain akan suka dan senang dengan kita.

Implikasinya, kita perlu nyogok agar

orang lain senang dan orang itu akan

melakukan sikap sebaliknya. 

Makanisme itu membuat banyak

orang terlibat dalam satu sistem saling

bergantung. Banyak orang kemudian

menjadi percaya bahwa nasib kita diten-

tukan oleh mekanisme saling bergantung

tersebut. Ngapa-ngapain adalah pamrih

atas posisi dan relasi saling bergantung

dalam satu sistem motif dan tujuan yang

bertentangan dengan ketulusan.

Ketulusan adalah keberadaan radikal.

Pahlawan

Artinya, dalam ketulusan, jika ingin

menolong seseorang yang menolonglah

tanpa harus berpikir bahwa tindakan itu

akan mendapat balasan. Apalagi balasan

untuk mendapat pujian, pahlawan,

hebat, dan sebagainya. Tanpa pre-

tensi itu, dalam ketulusan, alam

semesta (hukum alam) dan hukum

logisnya, akan berproses secara ek-

sak dan pasti menemukan keseim-

bangan alamiah. Dalam titik keseim-

bangan alamiah itulah kehidupan

disangga untuk terus bertahan dan

berjalan sesuai dengan sistem dan

mekanismenya. 

Persoalannya, bukankah banyak

aktifitas duniawi dengan pretensi-

pretensi hasrat ekonomi, politik, dan

terbukti kehidupan terus berjalan.

Hal itu benar sekali. Kita tahu,

alangkah banyaknya kerusakan dan

kerugian yang terjadi di muka bumi

ini. Jika bukan karena peran masih

ada orang yang tidak ngapa-

ngapain, maka titik keseimbangan

hukum alam akan terganggu. Jika

alam tidak berjalan dalam titik kese-

imbangannya, akibat-akibatnya akan se-

makin kita rasakan. ❑

*) Dr Aprinus Salam, Kaprodi

Magister Sastra FIB IGM. 

Aprinus SalamSanksi Gembok Parkir Sembarangan
ÒDITERAPKAN di Gunung-

kidul, Parkir Sembarangan Di-

kenai Sanksi GembokÓ. De-

mikian judul berita yang dilansir

koran ini, Kamis (14/7) kemarin.

Inti berita tersebut, Dinas

Perhubungan (Dishub) Ka-

bupaten Gunungkidul member-

lakukan penggembokan bagi

kendaraan bermotor yang me-

lakukan parkir sembarangan.

Pihaknya sudah melakukan ko-

ordinasi dengan Ditlantas

Polres setempat.

Bagi pelanggar, dapat dike-

nakan sanksi penggembokan,

kemudian sanksi tilang dan

denda hingga Rp 500.000.

Prosedur melepas gembok,

pemilik kendaraan datang ke

Satlantas Polres Gunungkidul

untuk kemudian diberikan surat

tilang. Surat tersebut ditun-

jukkan ke Dishub, setelah itu

baru dilakukan pelepasan gem-

bok. Tentu saja aturan ini sudah

disosialisasikan kepada masya-

rakat, sehingga diharapkan ma-

syarakat tidak melanggar. Kalau

kedapatan ada yang melanggar

tentu saja harus maklum kalau

dikenai sanksi ini.

Kebijakan ini kiranya cukup

bagus untuk diterapkan. Bukan

dimaksudkan untuk menyu-

litkan masyarakat, atau untuk

mengumpulkan rupiah dari den-

da tilang, melainkan untuk ke-

lancaran mobilitas masyarakat

dalam berlalulintas. Kalau arus

lalulintas lancar, maka kegiatan

masyarakat juga akan bisa ber-

jalan dengan lancar. Tetapi

kalau harus melewati jalan yang

macet, kegiatan masyarakat-

pun akan menjadi terganggu.

Bahkan kalau macetnya lama

suatu kegiatan bisa kacau.

Lebih dari itu mereka yang terje-

bak kemacetan akan kehilang-

an banyak hal, baik kehilangan

waktu maupun BBM bagi

kendaraannya yang hilang se-

cara mubazir.

Karena itu memang sudah

semestinya masyarakat tidak

memarkir kendaraannya secara

sembarangan, asal-asalan, dan

mengganggu arus lalulintas.

Untuk itulah parkir harus diatur,

khususnya di sepanjang jalan

yang rawan kemacetan. Pasti

ada tempat-tempat untuk parkir,

dan ada juga tempat-tempat

yang dilarang untuk parkir. Ter-

masuk posisi parkir kendaraan

di tempat parkir juga perlu

diatur, sehingga memudahkan

ketika memasukkan atau me-

ngeluarkan kendaraan, di sam-

ping tidak mengganggu arus

lalulintas.

Kebijakan semacam ini sebe-

narnya juga perlu dilakukan di

daerah lain. Di setiap kabupa-

ten/kota pasti ada ruas-ruas

jalan yang rawan kemacetan. Di

situlah aturan parkir mesti dibu-

at dan harus ditegakkan.

Mengenai sanksi bagi pelang-

gar apakah dengan cara digem-

bok atau langsung diangkut

kendaraannya, atau dengan

cara lain, itu hanyalah teknis

mengatasinya. Yang pasti,

harus ada sanksi bagi pelang-

garnya. Hal ini antara lain di-

maksudkan untuk menimbulkan

efek jera, baik bagi yang ber-

sangkutan maupun orang lain

agar tidak meniru.

Edukasi kepada masyarakat

memang harus terus dilakukan

dalam hal apa saja, termasuk

dalam hal memarkir kendaraan

pada tempatnya. Hal ini bisa sa-

ja karena masyarakat kadang

lalai, atau kadang sengaja

melanggar kalau tidak ada

petugas, misalnya hanya akan

parkir sebentar. Karena itu

pengawasan terhadap pene-

gakan aturan juga perlu di-

lakukan.

Harapannya, dalam jangka

panjang masyarakat kita akan

terbiasa dengan perilaku tertib

dan disiplin dalam menjalankan

semua aturan. Kalau sudah ter-

cipta kebiasaan semacam ini,

Insya Allah semua hal akan bisa

berjalan dengan lancar. Meski

untuk itu masih perlu perjuang-

an panjang. ❑

Persyaratan Menulis
Pembaca yang budiman, terimakasih

partisipasinya dalam menulis dan mengi-

rimkan artikel untuk SKH Kedaulatan

Rakyat. Selanjutnya redaksi hanya me-

nerima tulisan lewat email : opini-

kr@gmail.com dengan panjang tulisan

antara 535  - 575 kata, dengan mengisi

subjek mengenai isu yang ditulis serta ja-

ngan lupa menampilkan fotocopy identi-

tas. Terimakasih. 
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ÕWisata NgopiÕ di Yogya
SAYA memang belum per-

nah menghitung, berapa jum-

lah yang sebenarnya Kedai

Kopi atau Kafe di DIY. Namun

asumsi saya dan seorang te-

man pandemen kopi, ada

2.000 lebih kedai kopi. Jumlah

yang cukup banyak. Mungkin

karena Yogya itu kota pari-

wisata, kota pendidikan yang

ribuan mahasiswa ada di DIY.

Bahkan saking banyaknya

kedai kopi, wakil DIY pernah

diundang ke Lebanon untuk

mengikuti festival kopi se

dunia. 

Yang menarik, mayoritas

pengelola Kedai Kopi adalah

anak muda, yang kemudian

memunculkan barista dimana-

mana. Yogya memang kreatif.

Usul saja mungkin dari ribuan

kedai kopi ini dibuat semacam

wisata ngopi. Acara yang bisa

dibuat malam hari, diisi de-

ngan kunjungan di sejumlah

kedai kopi yang tentu ada dipi-

lih atau digilir per paket, yang

diseleksi berdasar kelebihan

atau keunikan yang khas se-

cara bergilir. Kemudian diisi

dengan edukasi dengan kopi.

Tentu menjadi araksi wisata

malam yang unik.  ❑

Ardityo Nugroho, pande-

men kopi, Ngadiwinatan

Ngampilan Yogyakarta


